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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Pajak adalah iuran mutlak yang harus dipenuhi kepada negara, yang harus 

dipenuhi oleh orang pribadi atau badan sesuai undang-undang. Pajak ini bersifat 

memaksa, tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, namun 

digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat secara 

maksimal.  Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang 

cukup besar, tetapi kinerja perpajakan yang masih belum maksimal dikarenakan 

objek pajak yang masih kurang berkontribusi. Kepatuhan wajib pajak merupakan 

suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. 

Pernyataan atas Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, bahwa pajak sebagai 

bentuk imbal balik kepada negara yang akan kembali kepada rakyat baik pribadi 

maupun badan yang sifatnya paksaan dengan bentuk imbal balik yang dirasakan 

adalah keperluan negara untuk rakyatnya. 

Adanya pembagian jenis pajak yakni berdasar pada pajak pusat dan pajak 

daerah. Terkait dengan sistem perpajakan, Indonesia menerapkan basis self 

assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan lebih kepada setiap 

wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Dengan demikian, besarnya 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sangat bergantung pada tingkat 
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kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Maka, sudah sewajarnya apabila pemerintah 

melalui direktorat jenderal pajak berupaya untuk terus meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak, efektivitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan pajak, serta 

upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak sesuai dengan yang 

diharapkan. (Wardani & Rumiyatun, 2019). Memaksimalkan pajak dibutuhkan 

kesadaran dan bantuan dari semua kalangan, baik itu pegawai pajak dan kesadaran 

wajib pajak itu sendiri. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam kegiatan 

perpajakan dan pemerintah merupakan fasilisator dalam memudahkan masyarakat 

untuk melakukan pembayaran perpajakannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berisikan hubungan 

Keuangan Antar Pusat dan Daerah, dideskripsikan adanya 16 jenis pajak daerah 

yang akan diwenangi oleh Pemerintah Daerah yang didalamnya 7 jenis pajak 

dipungut pemerintah provinsi dan 9 lainnya dipungut oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor  tertuang pada Pasal 1 

angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Proses 

pemungutannya dilakukan di kantor SAMSAT. Maka karenanya, hal tersebut 

menjadi acuan untuk memprioritaskan penerimaan PKB ini sebagai peningkatan 

pendapatan dan salah satunya meningkatkan kepatuhan pajak. Bermotor (Amri, 

2015). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 1.1. 

Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

 

Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 2023 

 Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa target ryang harus 

diraih oleh samsat dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 

2019-2022 tentunya mengalami kenaikan setiap tahun. Akan tetapi pencapaian 

yang didapatkan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak konsisten dan 

stabil.. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan Rp 905.040.000.000 dengan 

Realisasi target pencapaian sebesar Rp 979.347.884.263, dan capaian yang didapat 

sebesar 108.24% mengalami penurunan sebesar 1.53%. Pada tahun 2020 target dan 

capaian yang harus di dapatkan cukup besar yaitu Rp 1.004.120.000.000,- dan 

pendapatan yang didapat juga cukup besar  yaitu Rp 1.069.302.341.956,- dan 

capaianya yaitu 106.49 % mengalami penurunan sebesar 1.75%. Pada tahun 2021 

target yang ditetapkan pemerintah mengalami sedikit penurunan Rp 

958.536.913.000,- dan pendapatan yang didapat juga menunjukkan hal yang cukup 

besar yaitu Rp 1.050.846.360.960,- dan capaianya yaitu 104.76% mengalami 
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peningkatan sebesar 4,87%. Tahun 2022 target  dan realisasi meningkat 

dikarbnakan banyak faktor pemulihan ekomi, target capaian yang ditetapkan 

pemerintah cukup besar yaitu Rp 1.098.536.913.000,- dan samsat berhasil 

mendapatkan penerimaan pajak yang dapat melewati batas pencapaian Rp 

1.150.846.360.960,- dan capaianya yaitu 109.63% mengalami peningkatan dari 

tahun seblumnya. Hal tersebut menunjukan walaupun target penerimaan pajak 

kendaraan bermotor dapat ditembus setiap tahunnya akan tetapi, penerimaan pajak 

kendaraan bermotor masih belum maksimal dan masih bersifat fluktuatif setiap 

tahunnya. 

 Hal yang dapat mengupayakan penerimaan pajak agar dapat berjalan secata 

efaktif ialah  dengan  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang 

mendorong  masyarakat  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajaknya. Pemerintah 

dengan pihak terkait harus memiliki program-program unggulan untuk dapat 

memaksimalkan pungutan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan program 

pemutihan pajak sebagai upaya insentif pajak (Himmatuk Ulya, 2022). Program  

pemutihan  pajak  adalah  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk menarik 

minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak. Hal ini  

dilakukan  melalui  program  pemutihan  yaitu  dengan  pembebasan  biaya  denda  

bagi masyarakat yang telat membayar denda kendaraan bermotor (Sugiyono, 2020). 

Akan Tetapi, Sampai saat ini pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih 

terdapat wajib pajak yang menangguhkan kewajiban pembayaran pajak kendaraan 

bermotor mereka walaupun sudah diterapkannya program pemutihan pajak, 
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sehingga mengakibatkan pendapatan daerah maupun pemerintah pusat masih 

belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 1.2 

Persentase Tunggakan Kendaraan Bermotor 

Tahun Jumlah Kendaraan 

Bermotor 

Jumlah Unit Yang 

Tertunggak 

Persentase 

Tunggakan (%) 
2019 384.449 96.112 25% 

2020 377.259 135.813 38% 

2021 377.908 151.163 40% 

2022 382.685 107.151 28% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2020 

Data tabel diatas terjadi peningkatan persentase tunggakan yang cukup 

signifikan dari tahun 2019-2021.  Tingginya angka tunggakan pajak kendaraan 

bermotor kemungkinan dikarenakan adanya pandemi covid 19 pada tahun 2020 

sehingga menyebabkan banyak perekonomian terganggu dan pendapatan pajak 

daerah dari kendaraan bermotor belum maksimal (Sumsel News,2020). Upaya yang 

dilakukan oleh badan pendapatan daerah (sumsel) berkejasama dengan samsat dan 

pihak terkait antara lain memberikan kampanye pemahaman terkait pentingnya 

membayar pajak kendaraan bermotor serta melakukan keringanan pajak dengan 

penghapusan sanksi administrasi pajak yang dimulai di bulan april 2020 - 

November 2020 (Bapenda), (Ardianza, 2020).  Dampak dari usaha yang dilakukan 

oleh badan pendapatan daerah (Bapenda) dan Samsat Palembang dapat dilihat di 

tahun 2022 terjadi penurunan persentase tunggakan pajak kendaraan menjadi 

sebesar 28%. 

Samsat Palembang I merupakan salah satu  tempat para wajib pajak 

kendaraan bermotor Kota Palembang melakukan pembayaran pajak kendaraan 
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bermotornya. Samsat palembang I meliputi beberapa kecamatan antara lain ; Ilir 

Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil dan Bukit Besar. Kecamatan-kecamatan tersebut 

memiliki potensi penerimaan pajak bermotor yang cukup tinggi. Capaian pajak 

kendaraan bermotor pada samsat palembang I baru hampir 19 persenan di awal 

Maret 2022. Dimana target tahun ini untuk Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) 

sebesar Rp 142 miliar realisasinya baru Rp 26,8 miliar atau 18,86 persen (Tribun 

Sumsel, 2022). Hal tersebut masih sangat jauh dari target yang ada dan menunjukan 

kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak motor di samsat Palembang I. 

Operasi Patuh yang dilakukan oleh kepolisian bekerjasama dengan UPTB 

Samsat Palembang I yang dilakukan di beberapa titik seperti Makrayu, Kambang 

Iwak, Demang Lebar Daun dan Sudirman masih sangat banyak kendaraan yang 

menunggakkan pajaknya. Dari sampel 320-400 kendaraan yang diberhentikan, 

tingkat kepatuhan masyarakat dari operasi patuh tersebut 60% (Enam Puluh) 

persennya sudah patuh bayar pajak dan 30 (Tiga Puluh) persennya menunggak 

pajak (Palembang Tribun,2022). Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak 

wajib pajak motor di Samsat Palembang I yang tidak patuh dengan pajak 

kendarannya. 

Penerapan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan skema opsen pajak yaitu 

wajib pajak membayar setoran kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten kota 

juga belum maksimal. Dikarenakan pada samsat palembang I masih banyak wajib 

pajak yang kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya 

serta masih kurangnya pemahamannya terkait undang-undang ini sehingga masih 
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tidak tau dengan perhitungan pajak kendaraan bermotornya. Skema undang-undang 

ini beban wajib pajak yang akan dibayarkan nanti 1,2% ditambah 0,66% (opsen) 

atau 2/3 dari 1,2% ketika ditotalkan maka beban wajib pajak menjadi 1,99%. 

Dengan kurangnya kepatuhan wajib pajak tentunya juga akan berdampak kepada 

pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal. 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut dapat diketahui bahwa masih 

banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum patuh  terhadap pajak 

kendaraan bermotornya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kesadaran 

wajib pajak, Pengetahuan pajak, serta di mediasi oleh kualitas pelayan publik. 

Faktor - faktor tersebutlah yang menjadi pengaruh terhadap       penunggakan pajak. 

Kesadaran wajib pajak sangat sulit diwujudkan. Hingga saat ini, masyarakat 

membayar pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan, dan kesadaran pajak 

masih kurang di masyarakat. (Listyowati et al., 2018). Oladipupo dan Obazee 

(2016) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di dipicu oleh berbagai hal 

seperti kurangnya pemahaman perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak 

merupakan kerugian karena mengurangi pendapatan, serta adanya anggapan bahwa 

alokasi penggunaan pajak tidak transparan dan terdapat kasus penipuan pajak 

(Wardani, 2019). Kesadaran wajib pajak diperlukan karena pajak berfungsi sebagai 

pendanaan negara sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Siti Kurnia 

Rahayu, 2020). Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk taat 

membayar pajak masih minim. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang pajak yang 

diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat tax ratio yang masih rendah 

mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. ( Abdul 
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Ghofar, 2020). Kesadaran wajib pajak yang baik dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku tentunya akan mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian oleh Wa ode & Arifudin (2019) membahas tentang kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat 

Kabupaten Muna dengan menganalisis 100 sampel menggunakan metode 

accidental sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Penelitian oleh Ida Ayu Putu & Agus 

(2020) membahas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak 

kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja.Studi ini melibatkan 100 

responden dan menggunakan metode insidental sampling. Terdapat hubungan 

positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal 

ini serupa terkait dengan penelitian Hannes Hanvansen & Cherrya (2022) namun 

hasilnya menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang. Hasil kajian pengaruh kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan hasil yang belum 

konsisten atau terdapat research gap hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti 

lokasi penelitian serta responden penelitian sehingga perlu dilakukannya penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan variabel kesadaran wajib pajak. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan mengetahui 

tentang perpajakan yang nantinya akan berguna bagi kehidupannya. Pengetahuan 

tentang perpajakan akan membantu wajib pajak untuk membayar pajak sehingga 

tingkat kepatuhan akan meningkat. Teori atribusi dinyatakan sebagai wawasan 
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terkait ilmu pajak sebagai pengaruh internal atas wajib pajak dalam hal pembayaran 

pajak (Mardiasmo,2019). Pengetahuan perpajakan mengacu pada tingkat 

pengetahuan fiskal umum dan pengetahuan tentang peluang melakukan penipuan 

fiskal. Pengetahuan perpajakan mengacu pada tingkat pengetahuan fiskal secara 

umum, pengetahuan yang melibatkan peluang penghindaran pajak, dan tingkat 

pendidikan umum. Kepatuhan para wajib pajak diwujudkan dengan memahami 

kewajiban pajaknya dan hukuman yang  berlaku dan jika mereka tidak membayar 

tepat waktu, jika mereka memiliki lebih  banyak informasi tentang perpajakan, yang 

memungkinkan mereka untuk melakukannya secara sukarela. (Kowel et al., 2019). 

Pengetahuan perpajakan mengacu pada persepsi seseorang tentang kemampuan 

untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang mencakup pengetahuan pajak teknis 

dan pengetahuan pajak umum tentang sistem perpajakan dan kepatuhan pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yois Nelsari & Theresia (2021) menguji 

pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di kota Medan dengan menggunakan 100 responden dengan metode 

sampling identik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak 

berpengaruh positif dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di kota Medan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Diah 

Ayu Susanti (2023) menjelaskan terkait dampak wawasan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dengan sampel Wajib Pajak Jakarta Selatan 395 UMKM 

sebagai sampelnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Jakarta Selatan. Dzaid Kausar (2020) menelit hal yang sama terkait dengan 
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pengerahun pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di 

Kota Bontang. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 

wajib pajak di kota Bontang. Hasil kajian pengaruh pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak menunjukan hasil yang belum konsisten atau terdapat 

research gap, hal ini dikarnakan beberapa faktor seperti lokasi penelitian, 

keterbatasan penelitian. Sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan variabel pengetahuan pajak. 

Menurut Ibrahim dalam Hardiyansyah (2019:40) Kualitas Layanan 

didefinisikan sebagai “fungsi dari perbedaan antara layanan yang diharapkan dan 

persepsi pelanggan terhadap layanan aktual yang diberikan”. Kualitas pelayanan 

publik didefinisikan sebagai kemampuan lembaga berwenang dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak dimaksudkan memenuhi kebutuhan secara relevan 

dan transparan. (Ketut Evi, 2020). Selaras dengan peraturan undang-undang yang 

berlaku, bahwa pelayanan publik dapat dipertanggungjawaban baik pribadi maupun 

publik. (Chayatiningsih, 2019). Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAD/7/2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip pelayanan publik harusla memiliki 

kesederhanaan, ketepatan waktu, dan kemudahan akses.Kualitas pelayanan yang 

baik dan sesuai dengan pedoman serta prinsip penyelenggaraan tentunya akan 

meningktakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Penelitian Tuti Nurdianti (2019) meneliti mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat 
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Muna denggan menggunakan 100 responden dan metode accidental sampling. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat muna. 

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Mia Ika Rahmawati (2020) yang 

meneliti dampak kualitas layanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor di Samsat Surabaya Jawa Timur.Sampel yang dipakai dalam penelitian 

ini terdiri dari 100 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di samsat surabaya jawa timur.  Dwi soegiarto (2023) 

meneliti hal yang sama terkait kualitas pelayan publik terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di samsat kota medan. Sampel yang digunakan 

berjumlah 100 responden, yang mana hasilnya dinyatakan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor. Hasil kajian terkait variabel kualitas pelayanan publik masih belum 

konsisten atau masih terdapat research gap dalam penelitian terdahlu yang 

disebabkan beberapa faktor seperti lokasi samsat fasilitas samsat sehingga 

penelitian terkait variabel kualitas pelayanan publik perlu dilanjutkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian ekstensi dari penelitian sebelumnya 

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor (Nur, 2019). Keterbaruan penelitian ini adanya 

penambahan variabel baru yaitu kualitas pelayanan publik. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu pengambilan data yang akan digunakan dalam 

penelitian yaitu 3 tahun kebelakang dan objek penelitian yaitu UPTB Samsat 
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Palembang I serta alat analisis yang yaitu warpls. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 Pajak kendaraan bermotor sebagai aspek dominan dalam meningkatkan 

pendapatan daerah (Jannah & Icha, 2019). Semakin banyaknya penambahan 

penduduk membuat permintaan akan kendaraan bermotor cukup meningkat dan hal 

ini menjadi salah satu sumber pendapatan karena adanya pajak yang dikenakan. 

(Maulana et al., 2019). Tetapi, secara realita hal ini bertolak belakang karena 

masyarakat yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakan kendaraanya. Hal 

ini di indikasikan ke dalam beberapa faktor seperti kesadaran pajak, pengetahuan 

pajak dan kualitas pelayanan publik. Penulis meyakini adanya hubungan yang kuat 

pada faktor tersebut teerhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka     

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak kendaraan bermotor di Samsat Palembang I ?  

2. Apakah  Pengetahuan pajak memiliki pengauruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di Samsat Palembang I ?  

3. Apakah Kualitas Pelayanan Publik memiliki terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di Samsat Palembang I ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Palembang I.  

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 
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wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Palembang I.  

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Palembang I.  

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat menemukan menguji 

pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan akuntabilitas pelayanan 

publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Palembang I 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai referensi teoritis atas penelitian selanjutnya yang dapat dijadikan 

acuan. Penelitian ini berfokus pada manfaat yang diberikan sebagai 

pengetahuan terkait kepatuhan pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya di masa yang akan datang  Penelitian ini diharapkkan 

dapat menambah wawasan mahasiswa baik secara teoritis maupun konseptual 

terkait perpajakan dan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga berguna 

bagi Samsat Palembang I dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan 

bermotornya meningkatkan kualitas pelayanan serta dapat menerima saran dari 

hasil penelitian untuk melakukan improvisasi dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor. 
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